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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan diatas, bahwa rumah sakit dapat dipersalahkan dan rumah sakit 

dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Bentuk pertanggungjawaban 

rumah sakit karena menolak pasien gawat darurat termuat dalam Pasal 190 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka rumah 

sakit dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. 

2. Faktor penyebab penolakan pasien yaitu: 

a. Faktor medis karena tidak tersedianya peralatan dan tidak ada dokter 

spesialisnya. 

b. Faktor non medis karena adanya persyaratan administrasi sebelum 

mendapatkan perawatan dan tidak tersedianya kamar perawatan. 

B. Saran 

1. Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan hakikatnya harus 

mewujudkan pelayanan kesehatan yang cepat, ramah dan terjangkau. 

Rumah sakit harus memberikan pelayanan terhadap pasien gawat darurat 

terlebih dahulu, serta memprioritaskan penyelamatan nyawa paisen.  

2. Saran bagi penegak hukum dengan adanya penelitian skripsi penulis yaitu 

diharapkan dapat menjadi rujukan serta gambaran oleh penegak hukum 

dalam menangani kasus penolakan pasien gawat darurat oleh rumah sakit. 
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